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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
1 | _ Tidak ' 5 ¢ t dengan titik di
dilambangkan i bawahnya
2 o B vy 5 . z dengan titik di
’ i bawahnya
3 < T YA e ¢
& ‘ sdengan titik di | |4 .
4 S atasnya ¢ gh
5 d J Y o f
hdengan titik di | , .
6 < b bawahnya c q
7 d Kh Yy d k
8 3 D Yy J |
9 3 7 z dengan titik di | . A m
atasnya
10 J R Yo O n
11 J A Y1 3 w
12 o S \8% 5 h
13 S Sy YA . >
sdengan titik di | 4
14 e 3 bawahnya ¢ y
. d dengan titik di
15 oe d bawahnya

vii



2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
@ Fathah dan ya Al
ERRE Fathah dan wau Au
Contoh:
S = aifa,
Js* =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl & Fathah dan alif atau ya A
S Kasrah dan ya I
Ixe Dammah dan wau U
Contoh:
i = qala
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=)= rama
J8 = gila
J58 = vaqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (&) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
QWY1 &3 - raudah al-agfal/ raudatul agfal
s &udl : al-Madimah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

b : Talpah
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ABSTRAK
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PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)
(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Hasan)

Nama : Muhammad Muaadz Bin Mohd Yusof

Nim : 140102237

Fakultas/Prodi : Syari’ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munagasyah : 30 Januari 2018

Tebal Skripsi : 72 halaman

Pembimbing | : Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA

Pembimbing Il : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH

Kata kunci : Tinjauan, , Al-Qard al-Hasan, Prosedur, Pembiayaan

Pemerintah Negeri Melaka dalam rangka membantu pelajar untuk melanjutkan
pendidikan menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan melalui Lembaga
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM). Dalam pelaksanaannya
TAPEM memberlakukan penerapan biaya tambahan sebagai biaya ganti rugi
sebanyak 4 persen atas keterlambatan pembayaran pada peminjam yang terlambat
membayar ansuran pada cicilan yang pertama dan biaya ganti rugi sebanyak 2
persen kepada peminjam yang ingin menangguhkan bayaran karena melanjutkan
pendidikan ke tingkat selanjutnya. Menurut konsep al-gard al-hasan seharusnya
tidak diperbolehkan peminjam mengembalikan pinjaman dengan pembayaran
tambahan. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin meneliti bagaimana
prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah
Pendidikan Negeri Melaka, serta bagaimana tinjauan konsep al-gard al-/asan
terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung
Amanah Pendidikan Negeri Melaka. Metode penelitian untuk karya ilmiah ini,
adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data, penulis
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik
pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui wawancara bersama
Manajer Umum TAPEM dan dokumentasi buku-buku yang terkait dengan konsep
al-gard al-hasan. Dapat penulis simpulkan bahwa kontrak atau akad dalam
prosedur pembiayaan ini merupakan akad al-gard al-hasan seperti yang dibahas
oleh ulama figh, karena terpenuhi syarat dan rukun. Pada pembiayaan pendidikan
ini terdapat beberapa konsep yang melekat bersama seperti konsep ta ‘'widh (denda
atau ganti rugi) dan ibra’ (pembebasan dari tuntutan).



BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari kaca mata hukum Islam, pinjaman atau pembiayaan dibagi menjadi
dua yaitu al-ariyah dan al-gard. Secara estimologis,* al-ariyah ini berarti sesuatu
yang dipinjam, pisah dan kembali atau beredar. Adapun menurut terminologis
Figh, al-ariyah adalah suatu objek atau harta dari pemberi pinjaman kepada
peminjam untuk tujuan penggunaan manfaat objek atau harta tersebut secara
gratis. Hak pemilikan atas objek tersebut masih kekal pada pemberi pinjaman dan
peminjam tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau berkurangnya nilai

harta tersebut kecuali kelalaian adalah berasal dari peminjam itu sendiri.

Harta yang dipinjam hendaklah dipulangkan kepada pemiliknya dan bukan
memulangkan gantian barang tersebut. Pinjaman secara ‘ariyah hanya melibatkan
barang atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikembalikan
dalam keadaan asal misalnya mobil, handphone, baju dan buku. Jika harta
tersebut merupakan hart yang mudah musnah atau berkurang nilai seperti sabun

maka akad pinjaman tersebut tidak sah. 2

Al-gard merupakan bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk suatu harta
yang boleh diukur dan diganti mengikut bilangan, ukuran atau timbangan.

Kadangkala orang arab menyebutnya sebagai salaf (hutang) yaitu pinjaman yang

"Haroen Nasroen, Figh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), him. 238.

’Azira Binti Azmi, “Masalah-Masalah Kutipan Balik Pinjaman Perniagaan : Satu Kajian
Di Majlis Agama Islam Melaka, Bahagian Agihan Zakat,” (Tesis tidak dipublikasi), Kolej
Universiti Islam Melaka, 2014, him. 3.



dibayar kembali kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Kesan daripada
transaksi ini ialah wujudnya hutang daripada satu pihak yaitu peminjam kepada
satu pihak yang lain yaitu pemberi pinjam. Peminjam atau orang yang berhutang
hendaklah memulangkan kembali harta yang dipinjam dalam bentuk gantian dan

bukan merupakan harta yang asal.?

Definisi yang berkembang dikalangan fugaha adalah sebagai berikut:
“al-gard adalah penyerahan pemilikan harta al-misliyat kepada orang lain untuk
ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan
untuk menyerahkan harta al-misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang
sejenis dengannya”.* Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnah, menyebutkan
bahwa al-gard adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk

dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.®

Selain itu, menurut Muhammad Syafi’i Antonio, al-gard adalah pemberian
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.® Sedangkan menurut Bank
Indonesia, al-gard adalah akad pinjaman dari bank (muqgridh) kepada pihak
tertentu (mugtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai

pinjaman.’

*Ibid., him. 4.

*Ghufron A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), him. 169- 171.

>Sayyid Sabig, Figih Sunnah, jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004),
him. 231

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet | (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him 131.

"Acarya, Akad Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), him. 46.



Dalam bahasa Malaysia al-gard ada dua arti. Pertama, harta yang
dipinjamkan dari orang lain. Kedua, kewajiban membayar kembali harta yang
dipinjam. Menurut Bank Negara Malaysia, al-gard berarti memberikan harta
kepada pihak yang akan memanfaatkan harta tersebut dan harus dikembalikan
harta gantian yang sama jenis dengannya.®

Al-gard al-hasan adalah gabungan dari dua kata, al-qard dan al-Aasan. Al-
gard secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang,
sedangkan al-hasan artinya kebaikan. Apabila digabungkan al-gard al-kasan

berarti pinjaman yang baik.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya al-gard al-kasan
merupakan bentuk mua’malah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak
lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam, al-Quran dan Hadits
sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.’

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

{&;ﬁﬁﬁo }5.06 > 277 2 20 < 5 g ///& > _ w0 %0 < o g ,//.
O BIT,a5T5 033y WSYT o 154515 Ny (o587 T Je 155155

(¥ sl oy ol das G
Artinya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah:2)

®Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,Cet II, (Kuala
Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), him. 47.
%Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual..., him. 171.



Memberikan pinjaman sesuatu kepada orang lain Dberarti telah
menolongnya, karena orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar
membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai barang yang dibutuhkannya sehingga ia
harus pinjam kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menghargai
orang yang mau menolong sesamanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam

bersabda:

-~
<

Vi asles ¥ Ledd 27 2ledd J6 o B Jo A 2
St 12 g5 g e o 0 0K el s 3 O 25 Al
Lo AR e Z o P 0~ wo /«° o~ ,} ° f/n} o, 2%- & PR
PR A R e s B Wl e O e ST 4 A A5
(s oly) a3l
Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim
dengan muslim yang lain adalah bersaudara. la tidak boleh berbuat zalim
dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang
membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi
kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu
kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari
kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan
menutupi aibnya pada hari kiamat kelak ”.. (HR. Muslim).*°

Memberikan pinjaman hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib,
misalnya memberikan pinjaman kepada orang yang terlantar atau yang sangat
membutuhkannya. Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu
pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap tiap orang

dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. **

%')mam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab,
Bab Haramnya Kezaliman, Hadits No0.4677.
Sulaiman Rasjid, Figih Islam, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo,2005), him. 307.



Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus
dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun triser. Ada kalanya masyarakat
tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh
karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin
meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga

keuangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan pendidikan pelajar-pelajar yang
kurang mampu khususnya di negeri Melaka, negara Malaysia. Pemerintah Negeri
Melaka telah mengambil sebuah kebijakan dengan mewujudkan sebuah lembaga
keuangan yang berada dibawah Pemerintah Negeri dan diberi nama “ Lembaga

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka atau dikenali sebagai TAPEM.

TAPEM didirikan dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu
meringankan masalah keuangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Melaka yang
sedang menuntut ilmu di sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu, tujuan
lainnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan negeri Melaka dan warga negara

Malaysia yang berdomisili di Negeri Melaka.

Disamping didirikan dengan tujuan untuk membantu pelajar dengan
menyediakan pembiayaan pendidikan di tingkat diploma dan sarjana. Terdapat
juga permasalahan yang berlaku dalam prosedur permohonan pembiayaan. Antara
permasalahan yang terjadi adalah TAPEM memberlakukan penerapan biaya ganti
rugi sebanyak 4 persen atas keterlambatan pembayaran pada peminjam yang

terlambat membayar pinjaman. Penerapan biaya ganti rugi tersebut diberlakukan



kepada peminjam yang sengaja melakukan kelalaian atau yang menunjukkan
sikap tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya pada waktu yang
telah diatur, dan pihak TAPEM tidak melakukan penerapan biaya ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran kepada peminjam yang tidak sengaja melakukan
kelalaian seperti adanya halangan yang jelas. Namun, peminjam haruslah
mendapat izin menangguhkan pembayaran daripada pihak TAPEM dengan
menulis surat keterangan yang menunjukkan bahwa peminjam mempunyai
hambatan dalam melunasi bayaran pinjaman. Sementara itu, wujud pertambahan
bayaran sebanyak dua persen dari jumlah pinjaman sekiranya peminjam ingin
menangguhkan pengembalian pinjaman dengan sebab menyambung pendidikan

ke tingkat selanjutnya.

Terkait dengan biaya tambahan dalam bentuk persen, dapat diambil
kesimpulan awal bahwa pengaturan ini dilakukan adalah untuk memberikan
kesadaran kepada peminjam untuk melunasi uang pinjaman pada waktu yang
telah diperjanjikan diawal. Namun, adakah penerapan biaya tambahan ini
disyaratkan di dalam prosedur pemohonan pembiayaan secara jelas karena
konsep al-gard al-hasan merupakan salah satu daripada konsep tolong menolong
dalam Islam dengan mengandungi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah
digariskan oleh para ulama Figh dengan berpandukan kepada al-Qur’an dan al-
Sunnah. Harus dilihat juga aspek prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh
TAPEM ini menurut konsep al-gard al-hasan itu sendiri atau terdapat konsep

muamalah lain yang turut terlibat dalam prosedur pembiayaan ini.



Atas dasar itu, sebagai seorang muslim dan menitik beratkan hukum Islam
dalam kehidupan seharian perlu adanya penelitian mengenai prosedur dalam
pembiayaan pendidikan negeri Melaka yang dilakukan berdasarkan konsep al-
gard al-hasan. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan
judul “Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan
Negeri Melaka (TAPEM). (Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-

Hasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil

rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti:

1.2.1. Bagaimana prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh

Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

1.2.2 Bagaimana tinjauan konsep al-gard al-hasan terhadap prosedur
pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah

Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan pendidikan yang

ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep al-gard al-#asan terhadap
prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah

Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).



1.4.Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis

merasa perlu untuk membuat beberapa pengertian istilah:
1.4.1. Pembiayaan Pendidikan

Produk Pembiayaan Pendidikan atau lebih dikenali dengan nama Pinjaman
Uang Pengajian Tinggi ini adalah merupakan produk utama TAPEM. Pinjaman
ini diberi kepada "Anak Negeri Melaka™ atau rakyat negeri Melaka bertaraf warga
negara Malaysia yang sedang dalam perkuliahan atau telah mendapat tawaran

kuliah di perguruan tinggi yang diiktiraf oleh pemerintah Negeri Melaka. *?
1.4.2 Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)

Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka didirikan pada tanggal 5
Januari 2000 berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Pemerintah  Negeri
Melaka dan Akta Acara Keuangan 1957 (Perubahan 1972) Arahan Seksyen 10.
Dasar Hukum Lembaga TAPEM menurut Akta Acara Keuangan 1957 dibawah
Seksyen 10 adalah suatu kumpulan uang amanah kerajaan di dalam jadwal kedua
Akta Acara Keuangan 1957. Kumpulan Uang ini adalah bertujuan untuk memberi

bantuan, pinjaman atau beasiswa pendidikan.™

>TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, PWPT, diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi, pada tanggal 12
Desember 2017.

BTAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Sejarah TAPEM diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=20, pada tanggal 13 Agustus 2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi

1.4.3 Al-Qard Al-Hasan

Di dalam kamus istilah Figh, Qardhul Hasan sama dengan al-gard al-
hasan artinya pinjaman yang baik. '* Dikalangan para ahli kata al-gard al-hasan
artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara

sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.’
1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka disebut juga dengan kajian terdahulu. Kajian pustaka
sering diistilahkan dengan telaah pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, dengan
mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada,
untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.*®

Skripsi atas nama Khalil Khibran dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat(Studi Kasus Di Dalam Gampong
Blang Lhok Kajhu).!” Dalam kajian ini beliau menyatakan bahwa dalam hukum
Islam, tidak ada larangan mengenai praktik gardh bersyarat tersebut selagi masih
tidak ada yang merugikan sebelah pihak dan masih dalam ranah ta’awun sesama
masyarakat. Namun, terkait dengan dengan praktik qgardh bersyarat yang

dilakukan oleh masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya

M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him. 272.

“Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Ul
Press,2009), him. 143.

'°Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), him. 58.

YKhalil Gibran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat:
Studi Kasus Di Dalam Gampong Blang Lhok Kajhu, ” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017.
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bertentangan dengan hukum dan norma Islam, karena terdapat unsur riba serta
jauh dari unsur tolong-menolong, dan memperoleh keuntungan.

Skripsi atas nama Mohd Kamil Bin Abu Thalib dengan judul Pelaksanaan
Al-gard Al-hasan dalam Pembiayaan Usahawan, Satu Kajian di Perbadanan
Usahawan Nasional Berhad (PNUB)." Beliau mendapatkan hasil dalam kajian
beliau bahwa prinsip al-gard al-khasan merupakan prinsip yang bertujuan
kebajikan untuk membantu individu atau pihak yang mengalami kekurangan dana.
Pinjaman tersebut tidak dikenakan bayaran tambahan kepada peminjam,
sebaliknya terpulang kepada budi bicara peminjam untuk memberikan hadiah atau
hibbah kepada pemberi pinjaman karena kalimah al-gard al-hasan di dalam al-
Quran lebih menjelaskan infak yang diberikan oleh individu yang tidak
mengharapkan apa-apa balasan tambahan.

Selanjutnya, Osman Sabran dengan bukunya berjudul Urus Niaga Qardul-
Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba,"® memberi penjelasan bahwa al-gard
mempunyai makna al-gath 'u yang membawa maksud potongan karena pinjaman
itu adalah potongan harta pemiutang yang diberikan kepada peminjam dengan
tujuan untuk menolong menyelesaikan masalah keuangan atau keperluan
peminjam. Beliau juga menjelaskan perbedaan pendapat pelbagai mazhab
mengenai takrifan dan maksud daripada al-qard. Sementara al-hasan yang
dicantumkan dengan kata al-qard bermakna yang baik yang bertujuan untuk

menguatkan maksud al-qard. Beliau juga menjelaskan bahwa al-gard al-Hasan

®Mohd Kamil bin Abu Thalib, “Pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan dalam Pembiayaan
Usahawan :Satu kajian di Perbadanan Usahawan Nasional Berhad,” (skripsi tidak dipublikasi)
Fakulti Ekonomi Universiti Malaya, 2006.

%0sman Sabran, Urus Niaga Al-Qardul-Hasan..., him. 61.
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adalah suatu skema atau gagasan dalam sistem muamalah Islam di Malaysia
dengan tujuan untuk membantu keuangan yang memerlukan dan pinjaman tidak
melibatkan jumlah yang besar. Beliau juga menjelaskan keutamaan memberi
pinjaman al-gard al-kasan, baik dilakukan oleh individu atau institusi.

Dalam buku Hukum Ekonomi Islam, produk al-qard al-kasan diterapkan
untuk pinjaman tanpa imbalan, seperti pinjaman antar bank syariah tanpa bunga.
Al-gard al-hasan juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola
usaha yang sangat kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat,
infak dan sedekah.®® Sedangkan dalam buku Akad & Produk Bank Syariah
pinjaman al-qard al-kasan merupakan pinjaman tanpa bunga juga pinjaman
kebajikan bersifat komersial, tetapi bersifat sosial serta tanpa imbalan, biasanya
untuk pembelian barang-barang fungible yaitu barang yang dapat diperkirakan
dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya.*

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal
yang penting. Metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang
akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Mutu sebuah
penulisan dapat memberi kesan baik jika dilakukan penelitian dengan effort
(usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada

jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia.
(Malang: Uin Malang Press, 2009), him. 221.
! Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah..., him. 46.
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1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif
yaitu dengan mengambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan
kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian
dianalisis secara mendalam dengan didasarkan kepada teori-teori kepustakaan.
Penulis akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan
pendidikan yang dilaksanakan oleh TAPEM berdasarkan konsep al-gard al-

hasan.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu
data primer maupun sekunder, digunakan metode penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research).
1.6.2.1 Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian dengan data bersumber
dari pustaka, baik berupa buku-buku, kamus, majalah, surat khabar, jurnal, artikel
yang dianggap relevan dengan objek kajian. Dalam kajian ini juga peneliti
menggunakan metode pustaka ini bagi memperoleh data teoritikal mengenai Al-
Qard Al-Hasan dalam pelaksanaannya menurut Figh dan institusi keuangan
syariah. Antara buku yang menjadi sandaran peneliti adalah buku Wahbah az
Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adilatuh. Selain itu, buku tulisan Osman Sabran
berjudul Urus niaga Al-Qard Al-Hasan dalam pinjaman tanpa riba.

Penelitian ini turut mengambil tempat di beberapa pustaka seperti Pustaka

Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry dan Pustaka Wilayah
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Aceh. Selain itu, sumber-sumber lain juga diperoleh dari pustaka yang ada di

Malaysia.
1.6.2.2 Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian empiris atau lapangan pula peneliti melakukan kunjungan,
wawancara, mengamati dan meninjau institusi yang dijadikan tempat kajian iaitu

Kantor Tabung Amanah Pendidikan Melaka.

1) Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian,
sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang

cocok dan dapat memperoleh data yang diinginkan.

a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
memberikan jawaban.? Peneliti akan mewawancara pihak Lembaga
Tabung Amanah Pendidikan Melaka untuk mendapatkan keterangan
secara lisan. Wawancara ini akan memberikan prioritas pada prosedur
pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan.

b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah penelitian dengan menyelidiki benda-benda

tertulis yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan.?®

2Moleong, J Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet: 21 (Bandung: PT Remaja
Rosdakarzya, 2005), him. 18.
*Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian..., him. 274.
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Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh
data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan

penelitian.

2) Analisis data
Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
sebagai berikut:

a. Langkah awal ini memaparkan hal-hal yang melatar belakangi masalah
berkait dengan syarat dan prosedur pembiayaan Lembaga Tabung Amanah
Pendidikan Negeri Melaka dan menjelaskan secara umum tentang
pembiayaan pendidikan ini yang dianalisi menurut tinjauan konsep al-gard
al-hasan. Kemudian menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian
ini.

b. Menganalisis dan menjelaskan teori-teori mengenai al-gard al- hasan.

c. Pada langkah ini merupakan tahan pembahasan inti dengan cara meneliti
dan mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil kajian
pada bab teoritis mengenai al-gard al-hasan serta syarat dan prosedur
dalam pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan
Negeri Melaka menurut konsep al-gard al-kasan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman
panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa, yang diterbitkan

oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
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tahun 2014.%* Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis berpedoman pada al-

Quran dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departement Agama RI.

7. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan yang diteliti dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi
empat bab dan untuk memudahkan pembaca dan menelusuri isi uraian
selanjutnya, peneliti merasakan perlu adanya uraian singkat sebagai panduan

kepada peneliti untuk meneliti permasalahan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian

dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar tentang al-
gard al-hasan serta menjelaskan pengertian dan landasan hukum al-gard al-
hasan menurut hukum Islam. Menjelaskan rukun dan syarat-syarat al-qard al-
hasan serta waktu, ketentuan pembayaran dan biaya ganti rugi dalam

pengembalian kembali pinjaman.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum terkait dengan profil
Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka dan juga prosedur
pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri
Melaka dan tinjauan konsep al-qard al-hasan terhadap prosedur pembiayaan

pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka.

*Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi lIslam, UIN Ar-Raniry, Panduan
Penulisan Skripsi 2014, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh,2014)
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Bab empat memaparkan hasil dari keseluruhan penulisan skripsi ini,
didalamnya berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penulisan skripsi dan

saran-saran yang disampaikan penulis menyangkut dengan penulisan skripsi ini.



BAB DUA
KONSEP AL-QARD AL- HASAN

2.1 Definisi dan Landasan Hukum Al-Qard Al-Hasan
2.1.1 Definisi Al-Qard Al-Hasan

Secara etimologi al-gard merupakan bentuk masdar dari qaradha assyai’a
yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan garadhu asyai’a bil-qiradh
atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-gard adalah sesuatu yang diberikan

oleh pemilik untuk dibayar.

Secara bahasa al-gard berarti al-gath 'z (potongan). Harta yang diberikan
kepada orang yang meminjam atau debitur disebut al-gard, karena merupakan
“potongan” dari harta yang memberikan pinjaman.? Dalam bahasa Malaysia ada 2
arti dari al-gard, pertama harta yang dipinjamkan dari orang lain. Kedua ialah

kewajiban membayar kembali harta yang dipinjam.?

Didalam kamus istilah Figh, al-gard al-hasan artinya pinjaman yang baik.
Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas

tanpa syarat sebelumnya.”

Adapun al-gard secara terminologi atau istilah sebagaimana yang
dijelaskan oleh Osman Sabran, para ulama memberi pengertian al-gard sebagai

berikut’:

"Mardhani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana,2012), him. 333.

Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu; Penterjemah: Abdul Hayyie Al Kattani dkk,
( Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 373.

*Teuku Iskandar, Kamus Dewan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1987), him.
877.

*M. Abdul Muhieb, Et Al, Kamus Istilah Figh,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him. 272.

17
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a. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan al-gard sebagai suatu harta
yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dan
peminjam harus mengembalikan harta yang memiliki kesepadanan
dengan apa yang dipinjamkan.

b. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan al-gard sebagai pinjaman harta
yang bernilai yang diberi oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dan
tujuannya adalah untuk memanfaatkan harta itu. Peminjam harus
membayar kembali apa yang dipinjam saja.

c. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan al-gard sebagai memberikan
harta kepada seseorang yang lain untuk digunakan. Peminjam
dikehendaki mengembalikan harta yang sama nilai dengan harta yang
dipinjamkan itu.

d. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan al-gard sebagai akad
perjanjian yang dilakukan pemberi pinjaman untuk memindahkan
harta kepada peminjam dan peminjam berjanji untuk mengembalikan

semula harta itu dengan nilai yang sama.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, al-gard adalah penyediaan dana atau
tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau

cicilan dalam jangka waktu tertentu.® Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi

®Osman Sabran,Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba, (Johor:
UTM, 2001), him. 61.
®pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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hukum syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan

lembaga keuangan syariah.’

Ada beberapa pengertian al-gard secara istilah, diantaranya menurut
Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figih Sunnah bahwa al-gard adalah harta yang
diberikan oleh pemberi hutang (mugridh) kepada penerima hutang (muqtaridh)

untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.®

Menurut Muhamamd Syafi’i Antonio yang mengutip pendapat Ahmad
Asyarbasyi, beliau mengatakan bahwa al-gard al-hasan adalah pemberian harta
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.’

Menurut Ascarya, al-gard al-hasan merupakan pinjaman kebaikan atau
pinjaman tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang-barang fungible yaitu
barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan

jumlahnya.’

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001, al
qard berarti pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtaridh) yang
memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

waktu yang telah disepakati bersama.**

"Mardhani, Figh Ekonomi Syariah...,hlm. 334

¥Sayyid Sabig, Figih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004),
him. 231

*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet | (Jakarta, Gema
Insani, 2001), him. 131.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 46

"Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/1V/2001, Al-Qard.
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Menurut Bank Negara Malaysia, al-gard al-hasan berarti memberikan
harta kepada pihak yang akan memanfaatkan harta tersebut dan harus
dikembalikan harta gantian yang sama jenis dengannya. Di periode awal
pelaksanaan sistem keuangan Islam di Malaysia, beberapa produk yang
berdasarkan konsep al-gard al-hasan telah diperkenalkan seperti, sertifikat

pelaburan pemerintah dan pinjaman tanpa bunga.*?

Al-gard al-hasan merupakan gabungan dari kata al-gard dan al-hasan.
Secara bahasa al-gard artinya pinjaman atau hutang,*® sedangkan al-fasan artinya
baik atau kebaikan.'* Jadi sekiranya digabungkan antara keduanya, al-gard al-
hasan berarti pinjaman kebaikan.® Dalam prinsip al-gard al-hasan, peminjam
hanya perlu membayar hutangnya dengan jumlah yang dipinjam sahaja tanpa ada

bayaran tambahan.*®

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa
secara istilah al-gard al-hasan adalah akad perjanjian pinjaman dari suatu
lembaga atau seseorang (mugridh) baik berupa uang maupun harta lainnya yang
diberikan kepada pihak peminjam (mugtaridh) yang wajib dikembalikan sesuai
dengan yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati

dengan bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

?Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,Cet II, (Kuala
Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), him. 47.

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia(Jakarta: Mahmud Yunus Wazuriyyah,1990),
him. 337.

“Ibid., him. 103.

“Rahmat Syafi’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia,2001), him. 139.

%0sman Sabran,Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba, (Johor:
UTM, 2001), him. 61.
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2.1.2 Landasan Hukum Al-Qard Al-Hasan
Dasar disyariatkannya al-gard adalah berdasarkan al-Quran, hadits dan ijma’:

1.  Dalil al-Quran:

Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 245 yaitu:

T
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Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman
yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT ), Maka Allah SWT
akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki)
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. ” (Q.S Al-Bagarah:245)

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Hadid ayat 11 yaitu:

-
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Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
Dia akan memperoleh pahala yang banyak. ” (Q.S Al-Hadid: 11)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerupakan
amal saleh dan memberi infak fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan
merupakan pembalasan yang berlipat kali ganda kepada pembayaran hutang.

Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik
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melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga meyerupai orang yang

mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.

Harta itu disimpan disisinya, dia melipatgandakan dengan lipat ganda yang
banyak. Allah SWT melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan, berkah
kebahagiaan dan kegembiraan. Dia juga melipatgandakan di akhirat berupa
nikmat, kesenangan, keridhaan dan kedekatan kepada Allah SWT. Kembalinya
urusan tentang kaya, miskin adalah kepada Allah, bukan kerakusan dan
kebathilan. Dan pada akhirnya sesuatu itu adalah kepada Allah dimana saja harta

dan manusia itu berada, semuanya akan kembali kepada Allah.

Diriwayatkan dari Umar dan ulama salaf lainnya, pinjaman yang baik itu
adalah infak di jalan Allah SWT. Ada juga yang mengatakan, yaitu pemberian
nafkah kepada keluarga. Tetapi ada juga yang berpendapat, yaitu tasbih dan taqdis
(penyucian). Berinfaklah dan janganlah kalian pedulikan, karena Allah Maha
Memberi Rezeki. Dia akan sempitkan rezeki siapa saja yang Dia kehendaki, dan

meluaskan rezeki orang yang Dia kehendaki pula.

Allah SWT mengungkapkan infak dengan istilah al-gard (pemberian
hutang) guna mengimbau hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT.
Allah SWT mengulangi ayat ini dibeberapa tempat di dalam al-Quran. Milik
Allah SWT sajalah kerajaan langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi berada di
tangan-Nya saja, Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang
dikehendaki-Nyam memperbanyakkan pahalanya secara berlipatkali ganda yang

jumlahnya diketahui hanya oleh Allah SWT.
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Maka dari itu berinfaklah tanpa banyak pertimbangan, karena Allah yang
memberi rezeki. Dia mempunyai hikmah yang dangat dalam dan kepada-Nyalah
tempat kembali manusia pada hari kiamat, maka kerjakanlah amal yang saleh

yang pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT."

Dalam ayat ini juga Allah SWT memotivasikan ummat untuk bersedia
mengeluarkan hartanya bagi keperluan perang, mepertinggi agama dan
permusuhan orang yang melampaui batas. Allah juga mempersempitkan rezeki
sebagian manusia lantaran mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah Allah dalam
mencari rezeki atau harta dan tidak berusaha mencarinya menurut aturan yang

telah disyariatkan.'®

Allah SWT mendorong orang kaya untuk membantu kaum yang tidak
mampu bukanlah karena kelemahan Allah SWT, hanya saja untuk memberi
petunjuk kepada hamba-Nya agar mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT

yang telah diberikan dengan cara menginfakkan hartanya.*®

Sayyid Qutb menjelaskan lagi manfaat yang bakal diterima oleh orang-
orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT vyaitu Allah SWT
menjanjikan ganjaran berlipat kali ganda untuk mereka yang menginfakkan

hartanya di akhirat nanti.?

"\Wahbah Zuhaily, Tafsir al-Munir; Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2013), him. 611.

\Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid, (Semarang: Pustaka Rizki
Utama, 2000), him. 423.

“Ibid,...nIm. 425.

25ayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal Al Quran (Dibawah Bayangan Al Quran) Terj. Yusoff
Zaky Yaqob. J.2, ( Kota Bharu: Pustaka Aman Press,2000), him. 17-18.
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Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat
ganda yang banyak bermaksud Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-
Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Allah SWT telah beberapa Kali
mengulangi ayat ini dalam kitab-Nya yang mulia tidak hanya di satu tempat.**

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 12 yaitu:
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Artinya:

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil
dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah
berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu
mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-
Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan
sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air
didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu
sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”
(Q.S Al-Maidah:12)

?!Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid,... him. 423.
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Ibnu Kathir menyebutkan bahwa kalimat “dan kamu pinjamkan kepada
Allah pinjaman yang baik” berarti berupa infak dijalan Allah SWT dan dalam

rangka untuk mencari keredhaan-Nya.?

Dalam surat al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman, yaitu:
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Artinya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada

Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat

untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan
mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzammil:20)

Ayat diatas Allah SWT menyatakan bahwa salat seseorang akan menjadi
lebih sempurna jika disertai dengan memberikan pinjaman yang baik. Landasan
dalil dalam ayat ini adalah diseru meminjamkan kepada Allah SWT, artinya
dengan membelanjakan harta dijalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan

kepada Allah SWT juga diserukan meminjamkan kepada semasa manusia, sebagai

bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).?

22Abdullah Bin Muhammad, Terj: M. Abdul Goffar, Tafsir Ibnu Kathir jilid 2 (Jakarta:
Pustaka Imam Syafii, 2009), him. 296.
»Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek..., him. 132.
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Menurut Sayyid Qutb, pinjaman yang baik itu bermaksud pinjaman yang
ikhlas yaitu sifat yang tidak mengharapkan apa-apa balasan dengan apa yang
diinfakkan dan tidak mengambil keuntungan dari harta yang dipinjamkan.?*

2. Dalil Hadits

Ada beberapa hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang
terkait dengan al-gard al-hasan, antaranya adalah hadits berikut:

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a.

dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam:
PL:M;’ 2 GrJ6 o o GuLgM 5 sshc S o
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Artinya:

Daripada Ibnu Mas ud bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim

(lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR.
Ibnu Majah).

Dalam hadits lain, Anas bin Malik juga meriwayatkan tentang keutamaan

al-gard akan memperoleh pahala berlipat ganda:

I
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**Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal Al Quran..., him. 17.
2 Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Bait
Al-Afkar Ad-adauliyah, 1998), him. 262.
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Artinya:

Daripada Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Salam bersabda: “ Aku melihat pada waktu malam di isra kan,
pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan gard
delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa al-gard lebih
utama dari sedekah? la menjawab, karena peminta ia minta sesuatu dan
ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena
keperluan”( HR. Ibnu Majah)

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada
orang vyang dalam Kkesusahan adalah suatu amalan yang mulia. Islam
menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain
yang membutuhkan dengan cara memberi hutang atau pinjaman. Hutang atau
pinjaman dalam Islam bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan
diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan
barang atau uang yang dihutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang
yang memberikan hutang kepada orang yang memerlukan, maka Allah akan
melipat gandakan ganjaran kepada orang tersebut.

3. Dalil ijjma’
Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya al-gard. Dari pemaparan hadits

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa al-gard hukumnya sunnah atau

dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang

2 bid.
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meminjam.?’ Di samping itu, seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini
sejak periode Rasulullah sehingga kini, tiada ulama menentang akad ini. %

Para ulama juga menyepakati bahwa al-gard boleh dilakukan.
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala
barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu
bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat
memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.?

4.  Kaidah Figh Muamalah:
Adapun dasar hukum al-gard al-hasan dalam ketentuan atau kaidah Figh

Muamalah adalah :
rLé-fJ; ‘_;/.9 gL Ji o ’j\ as- LYyl g/_);)\_,,\_x;j\ 2 i

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Setiap transaksi atau perbuatan yang dilakukan yang menyangkut dengan
muamalah pada dasarnya boleh, sehingga pelarangannya terjadi ketika terdapat

dalil atau nash yang menunjukkan bahwa transaksi atau perbuatan tersebut

?"\Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu..., him. 374

“Mustafa al-Khin dkk, Figh al-Manhaji Ala Mazhab al-lmam al-Syafi’i, terj. (Kuala
Lumpur: Pustaka Salam, 2011), him. 1325.

»Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek..., him. 133,

**Muhammad Mustafa Zuhaili, Kaidah-Kaidah Figh Dalam Mazhab Empat (Damaskus:
Dar Fikr, 2006), him. 190.
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dilarang untuk dikerjakan. Sekalipun perbuatan tersebut tidak ada dalil yang

melarangnya maka perbuatan tersebut boleh dilakukan.

2.1.2.1 Pandangan Ulama Tentang Al-Qard Al-Hasan

Para ulama mazhab bersepakat bahwa sesungguhnya gard merupakan
salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan
jenis akad muamalah yang bersifat ¢t ’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk
memenuhi kebutuhannya karena debitur tidak diwajibkan memberikan tambahan
dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada kreditur, karena al-gard
menumbuhkan sifat tolong menolong kepada manusia, mengasihi dan
memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari

kesusahan yang mereka alami.

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa dalam transaksi pinjam-
meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta mitsli (harta
yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang
yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang
yang dapat dihitung, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta
bernilai, tetapi tidak ada mithilnya (barang semisal yang benar-benar sama atau
tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat
diperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut dihutangkan, menurut

mereka transaksinya menjadi rusak.
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Sementara itu, ulama mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi
qard boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan
barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit

perbedaan (dengan barang aslinya).*

Berdasarkan ketentuan ini, juga berdasarkan kesepakatan ulama, boleh
meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, jelai (sya’ir),
telur, dan daging. Begitu juga sah, menurut ulama mazhab Syafi’iyah,
meminjamkan barang-barang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga
yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama

Hanafiyah, meminjamkan harta semacam ini tidak sah.

Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan
tidak ada dalam tanggungan, dikalangan ulama mazhab Syafi’iyah terdapat dua

pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah.*
2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Al-Qard Al-Hassan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad al-gard al-hasan ini.
Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad al-gard al-hasan

akan menjadi batil dan tidak sah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

$Musthafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis
dan Menyelesaikan Sengketanya, ( Bandung : PT Mizan Publika, 2009), him. 57
“1bid., him. 58.
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2.2.1 Rukun dan Syarat al-Qard al-hasan

1.

Peminjam (mugtaridh) dan Pemberi Pinjaman (muqridh)

Ada kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi
maupun menerima pinjaman adalah orang yang baligh,berakal, bisa berlaku
dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru’
(berderma) karena al-gard adalah bentuk akad tabarru’.

Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila,
orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta,
orang dipaksa. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang
diperbolehkan melakukan akad tabarru’(berderma).*®

Tidak diperbolehkan sekiranya para pihak akad melakukan
transaksi al-gard secara paksaan, melainkan kerelaan dirinya sendiri.**
Harta yang dipinjamkan (al-Qard)

Harta yang dalam transaksi akad disyaratkan berbentuk sesuatu
yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal
ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama
jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima pada
saat berhutang.

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau
perjanjian, maka objek hutang piutang harus mempunyai Syarat-syarat

sebagai berikut®:

%\Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu. .., him. 378.
$*Mustafa al-Khin dkk, Figh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’I..., hlm. 1329.
%*Gemala Dewi,Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 60.
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a. Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini
didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin
bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Dibenarkan Syara’

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan
haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang
sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap
tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak
mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut
bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis.

c. Harus jelas dan diketahui

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki
kejelasan dan diketahui oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi
kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika
objek itu berupa barang, maka barang tersebut harus jelas bentuk, fungsi,
dan keadaannya.

d. Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad
terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan
bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (muqgridh)

agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (mugtaridh).
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3. Serah Terima Kontrak (ljab Kabul)

Akad al-gard dilakukan dengan shigat ijab kabul atau bentuk lain
yang bisa menggantikannya, seperti cara mu athah (melakukan akad tanpa
ijab dan kabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut ulama mazhab
Syafi’iyah cara mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad
lainnya.*®

ljab dan kabul bisa dinyatakan secara lisan, tertulis atau dengan
metode lain yang diakui oleh hukum Islam.*” Para ulama Figh mensyaratkan
beberapa hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum,
yaitu sebagai berikut:®
a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat

dipahami jenis akad yang dikehendaki.
b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
c. ljab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak
ragu dan tidak terpaksa.
d. Kedua-dua pihak hadir dalam satu majlis. Sekiranya para pihak tidak
hadir karena berhalangan boleh diwakili.
Menurut Osman Sabran dalam bukunya Urus Niaga Al-Qardul Hasan
Dalam Pinjaman Tanpa Riba * ada menyatakan beberapa syarat terkait dengan

al-gard al-hasan yaitu:

$®\Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu. .., him. 379.

$"Bank Negara Malaysia, Qard, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2016), him. 4.

®Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2002), him. 91.

¥0sman Sabran,Urus Niaga Al Qard al-Hasan Dalam Pinjaman..., him. 93.
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1. Waktu Atau Tempo Berhutang

Dalam al-Quran Allah SWT menjelaskan apabila berlakunya penangguhan
pembayaran semula hutang kepada suatu tempo masa tertentu, hendaklah
dinyatakan tempo masanya untuk berhutang

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1 yaitu:
“ s R gm0 o {‘,Ec - .{—’ /WE/
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....” (Q.S Al-
Maidah:1)

Di dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
menjelaskan perlu ada penentuan tempo waktu berhutang yang diketahui dan

dipahami oleh kedua-dua pelaku akad.
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Artinya:

“Siapa yang berhutang pada sesuatu, maka hendaklah ia mengikut
takaran yang tertentu dan timbangan yang tertentu kepada tempoh waktu
yang tertentu. ”’(HR. Muslim)

Orang yang berhutang wajib mengembalikan pinjamannya kepada

pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika

“OAbi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Sohih Al-bukhari, (Riyadh: Bait Al-
Afkar Ad-adauliyah, 1998), him. 417.
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peminjam telah mampu mengembalikan hutangnya sebelum waktu perjanjiannya

berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya.*!

2.  Tidak menunda pembayaran sekiranya mampu
Apabila peminjam itu sudah berkemampuan membayar hutangnya
hendaklah ia lunaskan seberapa segera karena terdapat hadits yang menyatakan

bahwa menangguhkan pembayaran hutang jika berkemampuan adalah zalim.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata, Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

(e ) il s

Artinya:

“Mathlul Ghani (orang kaya yang menunda-nunda pembayaran
hutang) adalah kezaliman. ”HR. al-Bukhari)

3. Adanya perjanjian bertulis
Setiap akad al-gard al-hasan yang dilakukan harus ditulis untuk
memastikan pihak yang bertransaksi khususnya peminjam menyadari
tanggungjawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Tujuan

dilakukan perjanjian bertulis, untuk menghindari terjadinya penipuan.*

“Eni Dwi Astuti, “Ziadah Dalam Hutang” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah
IAN Wali Songo, Semarang, 2010, him. 31.

“2Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Sohih Al-bukhari..., him. 427.

*3Syahnaz Binti Sulaiman, Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam, (Kuala Lumpur:
JAKIM, 2010), him. 18.
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Disyaratkan bagi peminjam membuat perjanjian secara tertulis
sebagai bukti berlakunya transaksi. Bukti perjanjian ini juga perlu dijelaskan
tempo masa berhutang yang dibuat dan secara tidak langsung peminjam
tidak dapat mengelak dari tidak membayar harta yang dipinjamnya.

Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 282 yaitu:
C} a8 2 7 z -3 /ET/ Z . A /: T s - .6“ /£E~/
09252 S J>1 U] cpeby Al 3] Iyl T o\
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar (Q.S Al-Bagarah:282)
Membaca dan memahami isi perjanjian.

Disyaratkan bagi orang melakukan transaksi untuk memahami
semua isi perjanjian bagi menghindari permasalahan pada masa akan
datang. Dan isi perjanjian tersebut tidak berlaku sebarang perubahan,

penambahan atau pengurangan dengan apa yang sudah tertulis dan

diperjanjikan di awal.**

2.3 Waktu, Ketentuan Pembayaran dan Biaya Tambahan

2.3.1 Waktu pembayaran

Mayoritas ulama Figh berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian

barang yang dipinjamkan tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan

orang yang memberi pinjaman boleh meminta gantinya ketika itu juga.

*40Osman Sabran, Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman..., him. 94.
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Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak peminjam (mugtaridh)
belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak
pemberi pinjaman (mugridh) memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu

pelunasan, sekalipun demikian ia berhak untuk menuntut pelunasannya. *°

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak peminjam
(mugtaridh) menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang
adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini
sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni dengan menyegerakan

pembayaran.*®

Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini
bersifat mengikat. Apabila hutang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu
maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi hutang tidak boleh menagih

sebelum waktunya tiba.*’

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah
kapan saja terserah kehendak mugridh setelah mugtaridh menerima pinjamannya.
Karena al-gard al-hasan merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu
pembayaran yang sudah ditentukan di awal karena mereka berpendapat bahwa al-

qgard bisa dibatasi waktu.*®

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pasal 6 yang

berbunyi:

**Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual..., him. 174.
“®Ibid.,hlm. 175.

*'Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah..., him. 231.

**Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu.., him. 379.
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Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya
pada waktu yang telah disepakati dan lembaga keuangan Syariah telah
memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat
memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian

atau seluruh kewajibannya. *°

Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 280:
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Artinya:
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
(Q.S Al-Bagarah:280)

Ayat tersebut menyatakan apabila kondisi orang yang berhutang sedang
berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang
memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu

sampai ia mampu membayar hutangnya.
2.3.2 Ketentuan Pembayaran

Akad ini bertujuan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong
mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi

kehidupan. Akad hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh

“Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qard.
*%Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 285.
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keuntungan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain.
Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang
yang memberi hutang kecuali apa yang telah diberikan. Nabi Muhammad pernah

bersabda dalam sebuah hadits:

(e ely) by 585 Taih S 3

Artinya
“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

(HR. al-Harits)

Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan
atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan
dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar
hutangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang dihutangnya,
atau menambah jumlahnya atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi

hutang. *

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam:
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*!Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, (Riyadh: Dar al-Qabas,2014), him. 329.
525ayyid Sabiq, Figih Sunnah..., him. 238.
>3Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Sohih al-Bukhori..., him. 432.
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Artinya:
Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia
tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliau Shallallahu
‘alaihi wa Salam pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka
mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak
menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Salam (pun) berkata: Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab,
“Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas
dengan setimpal”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda,

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian
(hutang)”. (HR. Bukhari)

Namun demikian, hukum membayar hutang adalah wajib. Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah tidak melaksanakan salat jenazah ke atas
mayat yang telah meninggal dunia sebelum hutang si mayat itu dijamin oleh orang

yang hadir pada ketika itu.

Peristiwa ini menjelaskan betapa besar beban dan tanggung jawab yang
dipikul oleh orang yang berhutang untuk menjelaskan hutang yang ditanggung.
Namun begitu Islam sebagai agama yang sejahtera juga memberi saran kepada
pemberi pinjaman supaya tidak menuntut pembayaran hutang yang telah
diberikan. Bahkan sekiranya, hutang tersebut disedekahkan terus kepada si

peminjam adalah lebih baik.**

Setiap pinjaman adalah tidak dibolehkan untuk diambil lebihan atau
keuntungan. Dalam menjelaskan hutang atas pinjaman menurut al-gard, adalah

baik sekiranya peminjam membuat pembayaran kembali lebih daripada jumlah

**Fadzila Azmi Ahmad “Mengurus Kemiskinan Melalui Al-Qard Al-Hasan”, Majalah
Dewan Ekonomi, Kuala Lumpur, Juli 2000, him. 62.
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yang dipinjam dengan syarat itu bukanlah merupakan syarat atau perjanjian yang
ditetapkan dalam akad hutang-piutang. Lebihan atau hibah mesti merupakan
pemberian sukarela dari peminjam sebagai tanda penghargaan kepada pemberi
pinjaman. Hibah tersebut halal dan bukanlah riba karena tidak disyaratkan dalam

akad oleh pemberi pinjaman.

Akan tetapi jika peminjam itu memberi lebihan atau hibah atau hadiah itu
kepada pemberi pinjaman terlebih dahulu, sebelum ia mendapatkan harta
pinjaman, maka ia adalah dilarang, karena dianggap riba. Jika hadiah tersebut
diberi pada ketika ia membayar pinjaman yang terakhir, maka tidaklah dianggap

sebagai riba, bahkan itu adalah perbuatan yang baik.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa al-gard yang mendatangkan
keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
Jika belum disyaratkkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa

berlaku, maka tidak mengapa.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad al-gard yang
mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil
manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan
dirumahnya. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik

harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa al-gard yang

mendatangkan keuntungan adalah tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan
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seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan

syarat dikembalikan lebih dari seribu dinar.>
2.3.3 Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pembayaran.

Uang yang dipinjam berdasarkan akad al-qard harus dibayar sesuai dengan
jangka waktu yang disepakati dalam kontrak al-gard. Dalam hal peminjam gagal
untuk membayar uang, peminjam dapat dikenakan biaya keterlambatan atau ganti

rugi ( za’widh ) pembayaran sebagaimana ditentukan.*®

Dalam praktek perbankan syariah yang menetapkan sejumlah uang denda itu
sebenarnya adalah dianggap pembayaran biaya ganti rugi (ta'widh atau
compensation) yang dihadapi oleh institusi keuangan akibat peminjam tidak
membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah perjanjikan, namun
demikian harus dibedakan biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh institusi

keuangan syariah dengan biaya ganti rugi oleh institusi keuangan konvensional.

Menurut sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Az-Zarga, Syeikh
Muhammad Sadiq Ad-Dharir, Sheikh Abdullah Bin Mani’, Dewan Penasehat
Shariah Bank Islam Yordania, dan Fatwa Konferensi Dallah Al-Barakah (Dr.
Muhyidin Al-Qurra Daghi, Musykilat ad-duyun al-Mutaakhirat, International

Shariah Dialogue, BNM, 8 Nov 2006) hukumnya adalah dibolehkan.

Menurut mereka lagi, hal ini berdasarkan Maslahah Mursalah (maslahah

mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil syara datang untuk mengakui dan

>*Wahbah Zuhaily, Figh Islam wa Adillatuhu..., him. 380.
*®Bank Negara Malaysia, Qard..., him. 5.
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menolaknya®’) dan tindakan menetapkan ganti rugi ini adalah harus untuk
membatasi peminjam mempermainkan institusi keuangan syariah dengan sengaja

tidak membayar atau melewatkan pembayaran meskipun ketika memiliki uang.*®

Sanksi yang dilakukan ini didasarkan pada prinsip ta zir, yaitu bertujuan
agar peminjam lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat
berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan

dibuat saat akad ditandatangani.

Dalam hal ini, Departemen Syariah dan Majelis Penasihat Syariah (MPS)
di Bank Negara Malaysia yang akan memonitor pelaksanaan biaya ganti rugi ini,
bahkan keputusan MPS juga mewajibkan rekening khusus diasingkan untuk
tujuan ini. Akibatnya, setiap jumlah yang terkumpul dari ta'widh akan terus masuk
ke rekening yang dikhususkan untuk diberikan kepada badan amal atau faqir
miskin.®® MPS pada rapat ke-101 tanggal 20 Mei 2010 telah membuat putusan
bahwa penerapan biaya ganti rugi atas kelewatan peminjam untuk membayar
pinjaman kepada institusi keuangan Islam yang berdasarkan konsep ta'widh (ganti

rugi) adalah dibenarkan seperti berikut:*!

1. Ta'widh boleh dikenakan atas kelewatan pembayaran yang terjadi dari

akad-akad pertukaran (seperti jual beli dan sewaan) dan gard,

5 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Figh, (Kairo, Dar al Fikr:1996), him. 80.

*8zaharuddin Abdul Rahman, Wang, Anda dan Islam: Halal dan Haram dalam
Kewangan dan Perbankan, (Selangor, True Wealth: 2010), him. 158.

¥DSN MU, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet Ill, (Jakarta, CV
Gaung Persada: 2006), him. 99.

80zaharuddin Abdul Rahman, Wang, Anda dan Islam... him. 158.

®'Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,... him. 230.
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2. Selanjutnya, ta'widh hanya boleh dikenakan setelah tamat tempo
pembayaran hutang yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.

3. Ta'widh tidak boleh diambil sebagai pendapatan institusi keuangan.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 ada
menyatakan hal terkait sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada
nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan

disengaja.®?

1. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Yang dimaksud dengan force majeur
adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
semestinya.®

2. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan
sanksi.

3. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‘zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

5. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

S2Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000, Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

%Wibowo Pajak, Pengertian Force Majeur diakses melalui www.wibowopajak.com
/2012/02/pengertian-keadaan-kahar..html pada tanggal 10 November 2017.
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Biaya tambahan atau sanksi keterlambatan pembayaran terwujud adalah
dikarenakan lemahnya amanah manusia di zaman sekarang untuk membayar
hutang, sehingga akan menimbulkan mudharat yang cukup besar bagi pemberi
pinjaman. Maka dapat diketahui bahwa biaya keterlambatan ini dibutuhkan untuk

diterapkan tujuan untuk mendisiplinkan peminjam dalam membayar hutang. **

%*Halimah, Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah,(Tesis tidak
dipublikasi), Fakultas Syariah, IAN Wali Songo Semarang, 2010, him. 50.
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PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAH
PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM). (TINJAUAN
BERDASARKAN KONSEP AL-QARD AL-HASAN)

3.1 Profil Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka didirikan pada
tanggal 5 Januari 2000 berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Pemerintah
Negeri Melaka dan Akta Acara Keuangan 1957 (Perubahan 1972) Arahan
Seksyen 10. Lembaga keuangan ini menggabungkan 2 (dua) badan agensi

pemerintah yaitu Yayasan Melaka dan Majelis Agama Islam Melaka (MAIM).

Dasar Hukum Lembaga TAPEM menurut Akta Acara Keuangan 1957
dibawah Seksyen 10 adalah suatu kumpulan uang amanah kerajaan di dalam
jadwal kedua Akta Acara Keuangan 1957. Kumpulan Uang ini adalah bertujuan

untuk memberi bantuan, pinjaman atau beasiswa pendidikan.*
TAPEM ini befungsi untuk:

a. Memberikan bantuan pembiayaan kepada siswa sekolah dasar.

b. Mengendalikan pemberian beasiswa kepada siswa sekolah menengah
pertama dan sekolah menengah atas di Negeri Melaka.

c. Memberikan bantuan kepada mahasiswa perguruan tinggi.

d. Mengelola pemberian pinjaman uang pengajian tinggi kepada Anak
Negeri Melaka yang melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi yang

diiktiraf oleh Pemerintah Negeri Melaka.

'TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Sejarah TAPEM diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=20, pada tanggal 13 Agustus 2017.

46



3.1.2 Struktur Organisasi dan Pengelola’

Tabel 3.1: Struktur Organisasi Anggota Dewan Direksi
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Y.A.B Datuk Seri

Ketua Utama Ir. Hj. Idris bin Ketua Menteri Melaka
Harun
Wakil ketua YB. Datuk Seri Naim Sekretaris Pemerintah Negeri

Anggota Dewan

Direksi

bin Abu Bakar Melaka
Sekretaris Umum Encik Mustafa bin Manajer Umum TAPEM
Musa
Encik Muhammad . Sekretaris
Ikram Majlis Agama Islam Melaka
(MAIM)

Encik Ahmad Kamal
Arifin

Ketua Penasihat Undang-
Undang Negeri Melaka

Encik Md Rawi bin
Mahmud

Wakil ketua
Jawatankuasa Negeri
Pelajaran, Perguruan Tinggi,

Datuk Ir. Hj. Khalid bin

Chief Executive Officer

Nasir Syarikat Air Melaka Berhad
YB. Datuk Roslan bin Pegawai Keuangan Negeri
Ibrahim g g g
Datuk Hj. Zaini bin Manajer Umum Yayasan
Md. Nor Melaka
.. . Ketua
Haji Abu Bak - .
aji Abu axar bin Jabatan Pendidikan Negeri
Sahari
Melaka

YB. Datuk Wira Hj.
Md Yunos bin Husin

Ketua Jawatankuasa Negeri
Pelajaran, Pengajian Tinggi,
Sains & Teknologi, Teknologi
Hijau dan Inovasi

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

>TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Carta Organisasi diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/carta-organisasi.php?id=36 pada tanggal 12 Desember 2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/carta-organisasi.php?id=36
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Gambar 3.1: Struktur Organisasi dan Pengelola TAPEM

Dewan Direksi

Manajer Umum
Mustafa Musa

—

Sekretaris Umum
Roslinah Baba

Manajer Pentadbiran
Mohd Karim Zaidan

Manajer Operasional
Mohd Norhafiz Sahad

Manajer Keuangan
Fuzrahaner Rashid

Manajer Kutipan
Mohd Asyraf Ahmad

Unit Bantuan
Farhana Atan

Unit Asnaf
Che Rus Omar

Pembantu Manajer
Mohd Hasnol Kasim

Pembantu Manajer
Fariyantyy Abharim

Unit Pinjaman
Siti Raihana Sudin

Unit Informasi
Hanim Azlia Zakaria

Unit Pembayaran
Salasiah Keling

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

3.1.3 Tujuan, Visi dan Misi TAPEM

Perkembangan suatu organisasi atau badan dapat dipengaruhi oleh

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan Lembaga

Tabung Amanah Pendidikan Negeri

Melaka mempunyai

tujuan dalam

menentukan arah dan perkembangan Lembaga Tabung Amanah Pendidikan

Negeri Melaka itu sendiri.
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Adapun yang menjadi tujuan penubuhan dari Lembaga Tabung Amanah
Pendidikan Negeri Melaka, yaitu:®
a. Membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh siswa anak
Melaka yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan negeri Melaka dan warga negara Malaysia
yang berdomisili di Negeri Melaka.

c. Memberikan bantuan kepada pelajar- pelajar sekolah dasar yang memenuhi
persyarat yang ditentukan oleh pihak TAPEM.

d. Memberikan Beasiswa Melaka kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang
berprestasi.

e. Memberikan bantuan pembiayaan perguruanTinggi kepada Anak Melaka.

f. Menawarkan dan memberikan pinjaman kepada mahasiswa di perguruan
tinggi negri atau swasta yang diiktiraf oleh pemerintah negeri Melaka.

g. Bantuan-bantuan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Direktur TAPEM
berdasarkan perkembangan saat ini.

Visi dan misi dari Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
ini, adalah, visi, membantu menjadikan negeri Melaka sebagai pusat
pembangunan dan kemajuan yang terbaik dalam negara Malaysia, menjamin
kehidupan masyarakat yang berkualitas, mengamalkan nilai-nilai hidup yang
murni, mengutamakan persatuan dan keamanan melalui peningkatan tahap

pendidikan.*

*Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Visi, Misi, Tujuan, diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=17 pada tanggal 12 Desember 2017
*Ibid.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?id=17
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Sedangkan misi TAPEM adalah untuk menjadikan Lembaga Tabung
Amanah Pendidikan Negeri Melaka sebagai perantara utama dalam mendorong
dan memperkuat semangat juang anak negeri Melaka dalam meningkatkan
prestasi dan berkompeten dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agar menjadi
kontributor untuk pembangunan dan kemajuan kepada negeri Melaka dan Negara

Malaysia.’

Sumber dana yang diperoleh di Lembaga Tabung Amanah Pendidikan
Negeri Melaka diambil dari dana sosial yaitu dana sosial berupa dana zakat, infak,
dan sedekah. Antara agensi pemerintah yang menyumbang adalah®:

a. Pemerintah Negeri Melaka
b. Badan Air Melaka
c. Yayasan Melaka
d. Kumpulan Melaka Berhad
e. Majelis Agama Islam Melaka
f. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
g. Majelis Perbandaran Melaka Bersejarah
h. Putra Spesialis Hospital
3.1.4 Produk-Produk yang ditawarkan oleh TAPEM

Sesuai dengan tujuan pendirian utama TAPEM “Membantu

menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh siswa anak Melaka yang

belajar di sekolah dan perguruan tinggi” Pihak TAPEM telah mengeluarkan

*Ibid.
STAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Agensi Penyumbang, diakses
melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=13, pada tanggal 12 Desember 2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?id=13
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beberapa produk atau program yang bertujuan untuk membantu masyarakat
negeri Melaka yang memerlukan dalam persekolahan dan perkuliahan. Antara
produk atau program yang dilaksanakan adalah seperti berikut:
a. Pinjaman Uang Pengajian Tinggi
Produk Pembiayaan Pendidikan atau lebih dikenali dengan nama
Pinjaman Uang Pengajian Tinggi ini adalah merupakan produk utama
TAPEM. Pinjaman ini diberi kepada "Anak Negeri Melaka" atau rakyat
negeri Melaka bertaraf warga negara Malaysia yang sedang dalam
perkuliahan atau telah mendapat tawaran kuliah di perguruan tinggi yang
diiktiraf oleh pemerintah Negeri Melaka. ’
b. Bantuan Persekolahan Siswa Sekolah Dasar
Bantuan persekolahan siswa sekolah dasar adalah bantuan berupa
bahan dan peralatan sekolah. Bantuan ini diberi kepada siswa anak negeri
Melaka kelas 1 sampai dari kelas 5 yang berasal dari kalangan keluarga
berpenghasilan rendah. Pihak desa juga akan memberikan beberapa nama
yang terpilih untuk menerima bantuan tersebut. Antara bantuan yang
diberikan adalah pakaian sekolah, sepatu, kaos kaki, tas sekolah dan lain-

lain keperluan yang ditentukan oleh TAPEM pada setiap tahun.®

"TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, PWPT, diakses melalui
http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi, pada tanggal 12
Desember 2017.

STAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Bantuan Persekolahan, diakses
melalui  http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=bantuan-persekolahan, pada tanggal 12
Desember 2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi
http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?s=bantuan-persekolahan-pelajar-sekolah-rendah
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c. Bantuan Keuangan Perguruan Tinggi

Bantuan perguruan tinggi ini bertujuan untuk membantu anak
Melaka melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Pemohon dapat
mengajukan permohonan bantuan ini dalam waktu 6 (enam) bulan dari
tanggal pendaftaran dan permohonan yang diluar batas waktu yang telah
ditetapkan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima dan
dilanjutkan. Untuk tingkat diploma diberikan biaya sebanyak RM 300.00
(tiga ratus ringgit) atau setara dengan Rp 1,000,00.00 (satu juta rupiah)
dan untuk tingkat pendidikan D3,S-1 dan S-2, akan diberi biaya sebanyak
RM 400.00 (empat ratus ringgit) atau setara dengan Rp1,320,000.00 (satu
juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)®

d. Beasiswa Melaka

Beasiswa ini bertujuan untuk memberi bantuan keuangan kepada
siswa sekolah menengah di seluruh negeri Melaka yaitu sekolah menengah
agama atau sekolah menengah atas. Kriteria siswa yang layak untuk
mendapatkan bantuan ini harus memenuhi syarat utama yaitu lahir di
negeri Melaka atau berdomisili di negeri Melaka tidak kurang 10 (sepuluh)
tahun.

Sementara itu siswa yang memohon perlu melampirkan surat
keterangan berkelakuan baik ijazah kelulusan dengan nilai cemerlang yang
telah distempel basah oleh pihak sekolah dan penghasilan orang tua pelajar

harus kurang daripada RM1,500.00 (satu ribu lima ratus ringgit) atau

STAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Bantuan Institusi pengajian
tinggi, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=bantuan-ke-institut-pengajian-
tinggi, pada tanggal 12 Desember 2017.
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setara dengan Rp4,951,000.00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu
juta) sekiranya berminat untuk memohon beasiswa ini. Namun pihak
sekolah juga boleh memilih siswa yang menurut mereka layak untuk
menerima beasiswa ini.*°

3.2 Prosedur dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Pendidikan oleh TAPEM

3.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan pendidikan Negeri
Melaka atau nama lainnya adalah Pinjaman Uang Pengajian Tinggi ini adalah
merupakan produk utama TAPEM. Dan produk inilah yang menjadi pokok
pembahasan penulis. Produk ini mengkhususkan peminjam yang melanjutkan
perkuliahan di perguruan tinggi di dalam negeri atau ke luar negeri. Penulis akan
memaparkan bagaimana prosedur, syarat dan operasional pengajuan pembiayaan
ini berjalan.

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pendidikan dapat
langsung mendatangi kantor Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri
Melaka atau dapat membuka website TAPEM di alamat www.TAPEM.gov.my
untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pembiayaan.

Selanjutnya, nasabah harus mengisi formulir di alamat web TAPEM.
Setelah mengisi formulir nasabah harus mencetak formulir dan melengkapi berkas

kemudian diserahkan kepada kantor TAPEM untuk diperiksa:

“TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Beasiswa Melaka, diakses
melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=biasiswa-melaka pada tanggal 12 Desember
2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?s=biasiswa-melaka
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a. Formulir pengajuan pembiayaan.

b. Foto copy surat tawaran kemasukan ke universitas

c. Foto copy Akta Kelahiran

d. Foto copy KTP ibu dan ayah

e. Foto copy surat tawaran masuk ke pusat pendidikan tinggi.

f. Foto copy sertifikat kelulusan persekolahan

g. Foto copy slip keputusan ujian akhir sekolah

h. Surat keterangan berkelakuan baik dari tokoh masyarakat

I. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Berkas tersebut diajukan diajukan ke kantor lembaga TAPEM sebelum
atau pada tanggal permohonan ditutup. Jika pengajuan berkas setelah tanggal
yang ditetapkan maka pengajuan permohonan pembiayaan ditolak serta merta.**

Pihak TAPEM akan memproses pemohonan pada berkas dan dokumen
yang sudah lengkap. Sekiranya tidak lengkap, maka pengajuan tidak akan
diproses dan pihak TAPEM akan meminta kepada calon nasabah untuk
melengkapkan berkas terlebih dahulu.

Apabila terpenuhi pengsyaratan telah terpenuhi maka pengajuan akan
diproses untuk tingkat selanjutnya. Calon nasabah akan dipanggil pada waktu
yang ditentukan untuk menjalani wawancara. Wawancara ini akan dihadiri oleh
Direktur Pendidikan Negeri Melaka, Manajer Umum TAPEM, Ketua Departemen

Agama Islam Negeri Melaka. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

“Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.
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mengetahui keinginan calon peminjam dan menghindari peminjam yang dirasakan
tidak layak berdasarkan latar belakang pendidikan sebelumnya.
Menurut Encik Mustafa, wawancara ini pertama kali dipraktek pada tahun
2015 karena bertujuan untuk menghindari kemungkinan calon nasabah tidak
menekuni perkuliahan yang semestinya, sedangkan pembiayaan sudah diterima.
Oleh sebab itu, pihak TAPEM melakukan proses seleksi secara ketat untuk
mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi diluar pengetahuan pihak
TAPEM. Dalam wawancara tersebut calon nasabah perlu menjawab beberapa hal
mengenai dengan kuliah dan berkaitan urgensi pinjaman ini untuk masa depan
pendidikan mereka.
Setelah itu dilanjutkan ke Rapat antar Manajer untuk dianalisa lebih lanjut.
Rapat ini dihadiri oleh :
a. Wakil dari Anggota Dewan Direksi TAPEM
b. Pengarah TAPEM
c. Manajer operasional TAPEM
d. Manajer keuangan TAPEM
Jika permohonan diterima dan diluluskan maka, maka selanjutnya pihak
TAPEM akan memberikan informasi bahwa permohonan telah disetujui melalui
email dan surat.
Kemudian ditentukan jadwal untuk akad perjanjian. Apabila kedua belah
pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan akad

perjanjian. Calon peminjam juga perlu menandatangani surat perjanjian beserta
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dengan dua orang sebagai penjamin. Calon peminjam menerima pembiayaan
pendidikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam perjanjian dinyatakan apabila peminjam tidak membayar pinjaman
berdasarkan waktu yang disepakati atau lambat membayar pinjaman, maka
peminjam akan dikenakan biaya administrasi.

Calon nasabah akan membaca dan memahami isi perjanjian, sekiranya
calon peminjam tidak paham atau ada keraguan, mereka dapat langsung bertanya
melalui telefon atau langsung mendatangi ke kantor TAPEM. Apabila selesai
menandatangani  perjanjian, seterusnya calon nasabah harus memenuhi
persyaratan berikutnya yaitu memberikan nomor rekening tabungan kepada pihak
TAPEM.

Proses selanjutnya adalah pencairan dana. Dana dicairkan melalui
rekening calon peminjam. Dana akan diberikan setiap tahun pada awal bulan april
berdasarkan kadar per tahun peminjam melakukan akad perjanjian.Dana yang
ditransfer ke rekening peminjam ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan
peminjam. Peminjam akan menguruskan sendiri uang itu berdasarkan kebutuhan
yang diperlukan.

Setelah jangka waktu kuliah berakhir, dan selepas 6 (enam) bulan dari
tempo waktu nasabah selesai perkuliahan, nasabah akan diberikan surat

pemberitahuan pembayaran dan surat jadwal pembayaran pinjaman.



Gambar 3.2 : Alur Prosedur Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Tabung
Amanah Pendidikan Negeri Melaka
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3.2.2 Syarat Pengajuan Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Tabung
Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Pinjaman ini terbuka kepada ‘anak negeri Melaka’ dan merupakan warga
negara Malaysia yang sedang kuliah atau telah mendapat tawaran di perguruan
tinggi yang diakui oleh pemerintah negeri Melaka. ** Yang diartikan dengan ‘anak

negeri melaka’ adalah seperti berikut:

1. Pemohon lahir di negeri Melaka atau;

2. lbu dan ayah pemohon lahir di negeri Melaka atau;

3. Pemohon dan ibu / bapa telah berdomisili di negeri Melaka minimal 10
tahun.

4. Pemohon telah diterima masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang
diakui serta lulus dengan baik dalam ujian akhir atau ujian Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) dengan mendapat predikat baik dalam Mata Kuliah
Bahasa Malaysia.

3.2.3 Pengembalian Pinjaman

Setelah 6 (enam) bulan menyelesaikan pendidikan, peminjam akan
diberikan surat jadwal pembayaran kembali pinjaman berdasarkan jumlah dan
waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini peminjam hanya mengembalikan pokok
pinjamannya saja tanpa bunga atau bayaran tambahan. Peminjam yang gagal,
diberhentikan atau meninggalkan perkuliahan turut diminta membayar kembali

jumlah pinjaman yang diterima.

12Brosur TAPEM.
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Pihak TAPEM telah menetapkan bayaran balik secara angsuran pada
kadar minimum RM 100.00 (satu ratus ringgit) setara dengan Rp 300,000.00 (tiga
ratus ribu rupiah) per bulan. Pada pembayaran kembali dianjurkan dapat
diselesaikan pada awal waktu. Walau bagaimanapun, bayaran balik melebihi
jumlah tersebut dan penyelesaian awal adalah dianjurkan kepada peminjam.
Penangguhan pembayaran balik pinjaman dapat dilakukan berdasarkan

pertimbangan seperti berikut:

1. Peminjam melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi (S-1,
S-2,S-3) secara sepenuh masa dengan menyertakan surat permohonan
penangguhan bersama lembaran surat diterima masuk pada universitas
tertentu.

2. Peminjam menerima surat pembayaran terhadap pinjaman walaupun
masih belum menyelesaikan pendidikannya. Peminjam diharapkan
mendapatkan surat pengesahan status pelajar yang belum menamatkan
pendidikan.

3. Sekiranya pihak TAPEM meluluskan penangguhan pembayaran kembali
pinjaman, peminjam akan dikenakan biaya penangguhan sebanyak 2% per
tahun kepada peminjam yang melanjutkan pendidikan dan 4% kepada

peminjam yang lambat membayar angsuran berdasarkan jadwal. **

Pihak TAPEM juga memberi kesempatan kepada peminjam yang tidak

mampu untuk melakukan pembayaran bulanan seperti yang telah ditetapkan oleh

BHasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.
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TAPEM yaitu dengan jumlah minimal RM 100 ( satu ratus ringgit) atau setara
dengan dengan Rp 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah). Peminjam boleh memohon
pengurangan pembayaran pinjaman dengan membuat surat permohonan

pengurangan pembayaran bulanan.

Setiap permohonan terkait pengurangan pembayaran bulanan pinjaman
harus bergantung kepada pertimbangan Dewan Penasehat. Keputusan Dewan

Penasehat adalah tidak berubah dan tidak boleh diganggu gugat. **

Tabel 3.2 : Biaya Ganti Rugi Yang Dikenakan Kepada Peminjam™

No. Persen Penjelasan

Dikenakan kepada peminjam yang
1 2% memohon penangguhan pembayaran

pinjaman karena melanjutkan pendidikan

5 4% Dikenakan kepada peminjam yang lambat

membayar angsuran berdasarkan jadwal.

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

Dalam hal penerapan biaya ganti rugi, perlu digarisbawahi bahwa Pihak
TAPEM tidak menerapkan biaya ini sebagai prioritas utama. Artinya biaya ganti
rugi dalam pembiayaan ini bukanlah suatu yang penting, tetapi bermaksud sebagai
motivasi bagi peminjam dalam proses pengembalian pinjaman. Selain itu, tujuan
biaya tambahan ini juga untuk mendisiplinkan peminjam serta dapat menjadikan

peminjam berhati-hati dan sentiasa peka dengan jadwal pembayaran.

Y Ibid.
Y Brosur TAPEM
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3.2.4 Bonus Pengembalian Pinjaman

Bagi mahasiswa yang memperoleh IPK yang cemerlang dalam pendidikan
(S-1) saja, pihak TAPEM akan memberikan bonus, yaitu berupa pengurangan
pembayaran pinjaman.®

Mahasiswa yang layak untuk memperoleh bonus atau pengurangan
pembayaran balik pinjaman, mereka hendaklah membuat surat permohonan
pengurangan dengan menyertakan satu foto copy transkrip nilai dan satu foto
copy ijazah yang telah diakui sah dengan memperoleh stempel basah.

Sekiranya pihak TAPEM tidak menerima apa-apa permohonan
pengurangan daripada peminjam atau mahasiswa dalam tempoh 6 (enam) bulan
setelah peminjam lulus kuliah, maka peminjam hendaklah membayar

sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal tanpa ada pengurangan.

Tabel 3.3: Bonus Pengembalian Pinjaman

Predikat Bonus
Sangat Istimewa (IPK : 4.00)

100%

(Luar Negeri)

Istimewa (IPK :3.70)

65%

(Luar Negeri)

Baik Sekali ( IPK : 3.50)

50%

(Luar Negeri)

TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Insentif Bayaran Balik
Pinjaman, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=85 pada tanggal 12
Desember 2017.


http://tapem.melaka.gov.my/1/page.php?id=85
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Baik (IPK : 3.00)
25%
(Luar Negeri)
ljazah (Sangat Istimewa)
100%
(Dalam Negeri Saja)
ljazah ( Istimewa)
25%
(Dalam Negeri Saja)

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

3.2.3 Metode Pengembalian Pinjaman

Peminjam boleh memilih sendiri tatacara pembayaran secara angsuran
pinjaman berdasarkan kesanggupan mereka. Ada beberapa tatacara pengembalian

pinjaman yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut®’:

a. Membayar menggunakan uang tunai di counter TAPEM dan UTC
Melaka.

b. Membayar menggunakan uang tunai di counter kantor Pos Malaysia

c. Menggunakan uang pos atau bank draf atau kiriman uang

d. Melalui potongan gaji oleh majikan

e. Arahan tetap bank (standing instruction)

f.  Membayar secara online melalui e-bayar kerajaan negeri Melaka

(https://ebayar.melaka.gov.my)

YBrosur TAPEM


https://ebayar.melaka.gov.my/
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3.2.4 Kegagalan membayar pinjaman

Ada beberapah tingkat yang akan dilakukan oleh pihak TAPEM jika peminjam
tidak membayar seperti mana yang telah diatur dalam prosedur pembiayaan

pendidikan. Berikut adalah tingkat yang telah ditetapkan oleh pihak TAPEM

1. Pemberitahuan :

Pada tingkat ini pihak TAPEM akan memberitahu melalui surat dan
menelefon peminjam agar mengambil langkah untuk membayar pinjaman yang
tertangguh dalam waktu 180 hari. Sekiranya peminjam gagal untuk membayar
seberapa pun jumlah dalam tempoh yang diberikan, maka pihak TAPEM akan

memberi surat peringatan.

2. Peringatan

Pihak TAPEM akan mengeluarkan dua kali surat peringatan kepada
peminjam yang gagal membuat bayaran dalam waktu 180 (satu ratus lapan puluh)
hari yang diberikan. Surat peringatan pertama dikeluarkan setelah 180 hari
dikeluarkan surat pemberitahuan kepada peminjam. Surat peringatan kedua akan
dikeluarkan apabila peminjam tidak melakukan pembayaran sesudah surat

peringatan pertama dikeluarkan.

3. Sanski Tindakan

Apabila surat peringatan kedua dikeluarkan dalam waktu 3 bulan dan
masih tidak ada respon dari peminjam, maka pihak TAPEM akan menempuh

upaya hukum jalur pengadilan. Hal ini disebabkan peminjam melakukan
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wanprestasi berupa ingkar melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana yang

telah diatur dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, mahkamah dapat menyita atau merampas harta yang
dimiliki oleh peminjam dan melelang untuk membayar hutangnya. Sekiranya
harta tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka peminjam akan

diisytiharkan pailit oleh mahkamah. *°

3.2.5 Kendala Yang Dihadapi TAPEM

TAPEM dalam menjalankankan fungsinya di masyarakat tidak terlepas
dari kendala-kendala dan permasalahan. Kendala-kendala dan permasalahan yang
sering dihadapi adalah peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya ketika jatuh
tempo pengembalian, tidak melunasi hutang, lambat membayar pinjaman,
peminjam tidak selesai kuliah. Untuk menghindarkan resiko yang diakibatkan
oleh kendala-kendala ini, pihak TAPEM telah mengambil kebijakan dengan
menerapkan biaya ganti rugi kepada peminjam yang terlambat membayar dan
memperkenalkan wawancara dalam prosedur pengajuan pembiayaan pendidikan

ini.t°

®Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.
191hi
Ibid.
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3.3  Tinjauan Konsep Al-Qard Al- Hasan Terhadap Prosedur Pembiayaan
Pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri
Melaka.

Setelah mengkaji terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang
diterapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, yang
penulis berpatokan kepada konsep figh muamalah, yaitu akad al-gard al-kasan.
Pembiayaan yang didasari al-gard al-kasan menggunakan akad tabarru’ yakni
sejenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang bukan
bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad tabarru’ lebih
berorientasi pada kegiatan 7a’awun atau tolong menolong. Allah SWT berfirman

dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

) ) _e

o Bge C > 27 HS R RPN TP L (PR (R P e
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]
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Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah:2)

Tujuan utama Lembaga TAPEM menawarkan pembiayaan pendidikan ini
adalah untuk membantu peminjam melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini
peminjam hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa bunga atau
biaya tambahan. Ini bersesuaian dengan tujuan utama daripada al-gard al-#asan
itu sendiri yaitu akad perjanjian pinjaman dari suatu lembaga atau seseorang

(mugridh) baik berupa uang maupun harta lainnya yang diberikan kepada pihak
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peminjam (mugtaridh) yang wajib dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan bertujuan untuk saling

tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Kontrak atau akad perjanjian dalam prosedur pembiayaan pendidikan ini
tidak dinyatakan secara jelas bahwa akad tersebut dilaksanakan dalam bentuk al-
gard al-hasan. Namun dilihat dan dianalisis dari rukun-rukun dan syarat-syarat
yang diperoleh setelah penulis melakukan tinjauan, terdapat persamaan dan
perbedaan yang ditemukan dalam prosedur pembiayaan pendidikan dengan

konsep al-gard al-kasan itu sendiri.

Melalui rukun yang pertama, para pihak yang saling melakukan transaksi
ada pihak TAPEM sebagai pemberi pinjaman (muqgridh) dan nasabah atau
mahasiswa adalah sebagai peminjam (mugtaridh). Ini tidak menjadi permasalahan
karena peminjam dan pemberi pinjam sudah baligh dan dapat membuat keputusan
sendiri. Peminjam melakukan pembiayaan pendidikan karena upaya dan kerelaan
mereka sendiri, mereka tidak dipaksa oleh mana-mana pihak ketika melakukan
transaksi tersebut. Kalau dilihat dari rukun berikutnya, yaitu objeknya adalah
dalam bentuk uang dan diketahui secara jelas jumlah dan ukuran uang pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak TAPEM, sumber dana yang
diperoleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka adalah daripada
dana zakat, infak, dan sedekah dari Lembaga dibawah pemerintahan Negeri
Melaka. Selanjutnya adanya akad perjanjian secara bertulis yang ditandatangani
oleh peminjam dan pemberi pinjam. Ditentukan juga waktu untuk bertemu antara

kedua pihak sekiranya ada pihak yang berhalangan seperti sedang diluar negeri
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karena perkuliahan, maka boleh diwakili. Dalam ijab dan kabul dinyatakan secara
jelas berkaitan waktu berhutang,jumlah pembiayaan, peminjam juga diberikan
waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian. Setiap dokumen yang
ditandatangani adalah secara bertulis dan dalam bahasa melayu, bisa dipahami

oleh kedua pihak dengan baik.

Dalam hal biaya administrasi ketika memulakan permohonan pembiayaan,
pihak TAPEM tidak mengenakan biaya administrasi tambahan karena semua
biaya akan ditanggung oleh pihak TAPEM sendiri. Menurut penulis, ini
merupakan suatu hal yang baik, karena mereka mempunyai dana yang khusus

untuk biaya administrasi tanpa perlu lagi membebankan peminjam.

Seperti yang dinyatakan di bab sebelumnya berkaitan konsep al-gard al-
hasan sebenarnya tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih pada saat
pengembalian pinjaman pokok, namun pihak TAPEM mencantumkan penerapan
biaya ganti rugi dengan kadar per tahun dalam kontrak pembiayaan pendidikan

sekiranya terjadi keterlambatan angsuran dari batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) di Bank Negara Malaysia,
penetapan biaya ganti rugi atau istilah fighnya adalah ta 'widh merupakan suatu
biaya ganti rugi untuk institusi keuangan syariah yang disebabkan oleh peminjam
yang gagal mematuhi aturan yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian
seperti sengaja melewatkan pembayaran pinjaman. Berdasarkan analisis penulis,
penerapan biaya ganti rugi yang dilakukan pihak TAPEM ini bukan merupakan

suatu pembayaran tambahan kepada peminjam, kerana biaya ganti rugi disini
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merupakan suatu kebijakan yang diambil khusus untuk peminjam yang sengaja
melewatkan pembayaran meskipun ketika memiliki uang. Sikap buruk peminjam
yang lalai, menjadi kendala untuk pihak TAPEM memberi pembiayaan

pendidikan kepada pemohon-pemohon baru yang ingin mengajukan permohonan.

Permasalahan timbul apabila biaya ganti rugi yang dilakukan ini bukan
hanya mengkhususkan kepada peminjam yang lalai dan curang saja. Namun
terdapat juga biaya ganti rugi sebanyak dua persen yang diterapkan kepada
peminjam yang menangguhkan pembayaran dengan alasan melanjutkan
pembayaran. Hal ini bertentangan dengan konsep ta 'widh yang dijelaskan. Jadi
seharusnya bagi peminjam yang melanjutkan pendidikan bukan karena lalai atau
curang untuk membayar, hendaknya tidak dikenakan biaya ganti rugi. Pihak
TAPEM perlu mempertimbangkan dan tidak bertindak zalim karena dilihat dari
tujuan penerapannya adalah ingin memberikan peringatan kepada peminjam yang
sengaja lewat membayar pinjaman dengan alasan yang tidak dapat diterima atau

tidak masuk akal.

Dibalik ancaman biaya tambahan kepada peminjam yang tidak mematuhi
perjanjian berupa biaya ganti rugi atau ra’widh seperti yang dijelaskan. Pihak
TAPEM juga memberi keringangan berupa ibra’ atau bonus berupa pengurangan
pinjaman kepada mahasiswa yang berprestasi atau mendapat predikat tertentu di
institusi perguruan tinggi masing-masing. Pengurangan ini berlaku sehingga
seratus persen dari nilai pinjaman sekiranya peminjam mendapat predikat ‘sangat

istimewa’ pada ijazah mereka.
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Hal ini bersesuaian dengan konsep ibra’ yang secara etimologi ibra’
artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu. Dalam figh, ibra’ berarti
pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.?’ Ibra’
merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap tolong-menolong
dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syari’at

Islam

Walaupun banyak manfaat dari mudharat dalam prosedur pembiayaan
yang dilakukan oleh pihak TAPEM, tetapi dalam bermuamalah haruslah
mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan syara’ tanpa melanggar aturan
tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam produk pembiayaan pendidikan
ini mempunyai tujuan dan matlamat yang sama dengan konsep al-gard al-hasan
yaitu ingin membantu dan tolong menolong antara peminjam dan pemberi
pinjaman, namun harus diperhatikan dalam prosedur pembiayaan pendidikan
tentang biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh TAPEM haruslah bersandar kepada
hukum Islam yang berlaku dan bukanlah merupakan kebijakan yang diambil tanpa

didasari oleh hukum syara’.

D Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, artikel Ibra’, cet V, (Jakarta:
Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2001), him. 629.



BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai
prosedur pembiayaan pendidikan Lembaga TAPEM (Tinjauan menurut konsep al-
gard al-hasan), dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Dari hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan pendidikan yang
ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka,
maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilaksanakan tidaklah
terlalu memberatkan atau terlalu sulit, prosedurnya seperti berikut:

a. Nasabah yang ingin mengajukan pemohonan pembiayaan
harus mengisi formulir di laman web TAPEM.

b. Setelah mengisi formulir nasabah harus mencetak formulir dan
menyertakan beberapa berkas penting.

c. Nasabah akan dipanggil pada waktu tertentu untuk menjalani
wawancara.

d. Pihak TAPEM memberikan informasi bahwa permohonan
telah lulus melalui email dan surat.

e. Untuk selanjutnya akan diberi jadwal pertemuan untuk akad
perjanjian.

f. Dalam perjanjian dinyatakan sekiranya peminjam tidak

membayar pinjaman berdasarkan waktu yang disepakati atau

70
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lambat membayar pinjaman, maka peminjam akan dikenakan
denda.

g. Setelah jangka waktu kuliah berakhir, dan selepas 6 (enam)
bulan dari tempo waktu nasabah selesai perkuliahan, nasabah
akan diberikan surat pemberitahuan pembayaran dan surat
jadwal pembayaran balik.

2. Dalam tinjauan konsep al-gard al-hasan terhadap prosedur pembiayaan
pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan
Negeri Melaka (TAPEM) dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak atau
akad dalam prosedur pembiayaan ini merupakan akad al-qard al-kasan
seperti yang dibahas oleh ulama figh, karena terpenuhi syarat dan rukun.
Namun pada pembiayaan pendidikan ini terdapat beberapa konsep yang
melekat bersama seperti konsep ra 'widh (denda atau ganti rugi) dan ibra’

(pembebasan dari tuntutan).

Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, berikut ini penulis menyampaikan

beberapa saran, yaitu :

1. Disarankan kepada pihak TAPEM  menghapuskan denda dari
dikenakan kepada peminjam yang ingin menangguhkan pembayaran

dengan alasan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
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2. Disarankan kepda Pihak TAPEM untuk melantik anggota dewan
direksi daripada Majelis Penasihat Syariah melalui Bank Negara
Malaysia.

3. Disarankan kepada peminjam harus peka dan tidak lalai dengan jadwal
pembayaran untuk mengelakkan daripada dikenakan denda.

4. Disarankan kepada Pihak TAPEM harus mengetahui kondisi
peminjam sebelum melakukan denda kepada peminjam yang telat

membayar.

Penutup

Puji syukur atas kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan
skripsi-skripsi berikutnya. Terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

semuanya.
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untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Muhammad Mu'aadz Bin Mohd Yusof

NIM : 140102237

Prodi : HES

Judul : Pembiayaan Pendidikan Oleh Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)
(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Hasan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan henorarium sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

Tembusan :
1

2
3.
4,

sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini. a

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

andi :BandaAceh

Rektor UIN Ar-Raniry;

Ketua Prodi HES;

Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.




w-AoB eyejaw auljuowadey/:dyy
uluQ eJedasS | dMd Ueuoyowlad

>E.>om.\mxm_wE.Emnm§ o_,zr_

IAVIEN Ewwwz z<v=n_n_zwn_ HYNVIA
:epeda
W xcmm am.o._. ueyely Bueioq wejep ip
mm LOQES :mu :m_mcmmcma tmxBQ:oc.

gl ~ NOILONMLSNI ONIGNVLS, @ M}
NVHVNY VAivO3S NVIWVTNId MIVE N

(dusuesn) w:&:x :mc:.s_mmov_ ueesyuadad uesnynday ueuies
yezeli neje ewo|dip [0S UeuUles
uejeusabuad pey ueules
(2 unese dSmyl uesenjebuad smun
W3dvL uelfuelied ueules ejuiwew yajoq wefuiwad ‘Buejy
yeye) |ese uellue(lad eAueines) W3dvL ueweluid uellueliad
(W3dvl ysjo __s_u_uom_a W3dvL vewelud peq ejeduad
‘nyel n_w>>x Z uneyje ueuedwis cw..us_wmcoa
ynjun uswmjop (ewi) g ueelpaAusw depusyayip welulwad

<._.<=<m SVLV 33 NVQ 1002 E : , ;

NNHVL NVIWVPNId 19vE (VFVYHYS QHd / V! o

i HVZVM | VNOdId ONVOIW3d - %52 e MR g T

- (Vru3M3d NYNVAWNIS ONVM NV :

dSMX Z NNVMV NVNVAWIS NVdY - (VPYHYS YEVO3N WYIva LdI)
00°00L WY YeAueqss yefepe SOd AR St

jeqefed sejune |p seeqip uewefuid xijeq ueledeq ewiuin -y A %Sz R
— ~ ekeqp yepepusy wmﬁmﬁnﬁnﬁﬁaﬁm&ﬁﬁaﬂwﬁm ] _
|43 LNIWAVNLS A NVLVEV(f ‘NLdLld Neje 14y eweu seje Ip jejeolp exjif jngesia) 2 ek 5.4
: - Bueioq ueyeleq ejuiw uep W3dVL eweu seje Ip SOd jeqefed %S9 NYAQir AIAAVR
Ip ejeolp Buek 6 NVONVMIM Bueioq ueules uedised -
(exelay uabaN uexipipuad %00}

v e / :u_..u...(w::nw._. JW3dVL epedsy yepiepuay jenqip §>wm s SR
VAVI3N 1¥393N , o SN 41LNISNI
zs:—n—nzmﬁ 1 .\ unexe uejnini ou uep :m._,,m,cmm:wa -

¥ Ewa Jyng-mng cmv__m_

WONVM3x bueiog ey




7z

S

.

uejng 0z}

] .E%m 0Z1) unyey o)
:uE%.__n x..an :EEB.E:EV.

.gc_..a%m: ¢

U

~ 00°000'9Z WY

ueing 0z1

00°€lZ WY

00°00S'SZ W

uejng 0z 00'+0Z WY 00°00S'vZ WY
ueing 0zl 00'961 WM 100'005'€Z WY
Cuengozi  00'gsL WY 0000522 WY
uejng 0z 0008L WM  0000S'1Z WY
ueing 0z} 00'LLLINY 00°005'0Z WY
ueing 0z1 00'€9L WY 00'005'61 W
ueing 0z} 0Z¥SL NN -00°00S'84 NN
ueing goL 0029} WY ~ 00°008'ZL WY
ueing go} 00°€51 WY -~ 00'005'91 WY
uejng 96 05191 WY 00'005'SL W
ueing 96 00'1SL WY 0000571 WY
ueng y8 - 00'L9L WY 00°00S°€L WY
 ueing vg 006YLINY  00'00S'ZL W
" ueing zz © 00091 WY 00°00S°LL WM
ueing z. 0097 N 00°005°0L WY
ueing 09 02851 WY 00'005'6 NN

uejng 09

00°cyl W

000058 WY

_ ueing 09

00°5Z1 WY

- 00°005"'2 WY

uejng 09

00801 WY

00°00S'9 WY

ueing 09

WVAVAVH

m. HOJINA L

00°00} WY

00°000'9 WY

NVIWVINId
NVHOASNY

HVTINAL

NVIRVINId

e ~_<1<..mtwb8
x.?iue_v uese uep uenkey esenuejem
dip ueje uenfes c@m?:uo# Bueseqe

{
/ \ S Nl y w—gg we
- Mieq :Ew»un uebueinbuad :mcﬂ_oczca nm.sm ﬁ:neg A

:uebusp uveweluid
q :8&3 uebueinBuad uenfes uoyowsw usiog ¥yry13d
AdVL Yeyid ysjo uexdelalp yeje) bueh euewipadss ueueng
JeAeq jenquew ymun ndwew Xepy ¥Yrvi3d eAueiyes

| MINvE NVIVAVE NVNAVY

Sueuad [eo ueyeuayip uexe ‘wefuiwad ‘veweluid
ueynbBueuad uexsninjew WAdVL Yeuid eAueipjes
‘eAuudifeBued _».s:w&m:wE.E:_on._ yisew Buek
Jefejed snjejs ueyesebuad jeins uexjedepusw pepusysyip
~Jefepq eAuuelfebuad ueyjeweusw wnjeq  yisew
elem uewefuid ieq ueseAeq ueimun) jeins ewpeusyy <{

‘UBJEME] JBINS
Hcmzzmm:mc& ueuoyowsad jeins ul
esew c:cwuwm eieoss (Q'y
. Ea@a:g ug_mc:ca o

-

_,,z<s.<..z.._

‘unyejes %z

‘99N ‘g

 Yeuewy 9_3-._. .

lepod Injejow. It qip  ysjog) mn_ “H ‘anig ‘anio
/_:_a_os (uswheq-3) Jewisiul uexyueqied
auluQ sod / eiskelely SOd leqeled Jejuney|
‘Ifef ueBuojod injejew uesedequiadg
‘(uononisu| Bupuels) yueq deje) ueyesy
482 Uep Jeup jueq / sod Buem / Buem uewnry

: "W3dVL Jejuney 1p leun) e1E03S Uelefequad
Ay E&B Eév Ueloq WV vewefuid jieq cﬂgam ek

R s R o)

- MiInva NV¥VAVE -.-(Dm(!

e seyd ysjo

~ Jeapjip Buek ismysur ip gﬁw__ uep E_oa_u .a%mc& jeibuned

1Beq exeloW LebeN yeuy-yeuy epedey uesefeled uewefuid

- uequiad isusbe yelepe W3dVL emeyeq uexiebuip ueepy

“(AwrnoB-exejew wedey// :dyy) 1wey wsel

alisqam 9y ynsew Jeyepusw uebusp ,euyuowsdes wejsis,

Injejaw Yewssip yajoq 1enaip ueje) Buek ueseAequisd denss

: . uelejpq m:wuou BueX sefejod-sefejed
uewefud :wga_nan Bundweusw 16eq uepelebip yejepe
leme uelessjeAuad _._mu JULESE ;m_:_:_ yigajpw dlleq ue

ewepad :w_gvn—:wa L
Mileq ueleAeq wac.ona ews
ueye uejebuuad e




uveuoyouad buesog wejep 1p uexdelsyp uejsl v

NGQWU . NBQ@.@ . N@&.\Wm\ i BueA uenpued sueb enwas wMewaw ynjun uexiebuip uoyowsad |

VITEN
T LDiNE 'Y
YNIQIAAYS
QIrSYw
NYHND ¥
ZHYL QYHYWI

NYYOVINN3d NYSNENONId ionag
/ISTININ H38ANS NYSNHNONId
¥WodIa (gz%mm%«;a
00865y LVHOQHON AUNXISHI
909.071 WILLOYN NVITVON 34
002009 NRIVIA NV LMD

VMSISYWH3a

g
§

8

g
g

glg|s|g|s

8
g

8
i

HIALNAWON

SNIVS NIWAY NOLLYHOJ¥0D
dIHSANVIINI3S 3AILND3IX3

|¢w.: 1dNOX SNIVS

3
g

2 18|8
»

8 |8
:

/ NYNYMYHYSNIM) NYWOVINYId
NYHISOVINSd / 1ID0T0MISd

WYISI NVONVAMEDE 2 NWINVEYId
/LLNYLIISOH NVSNENON3d

|!(Jw_ NYINYON3d
00°00S'Y ONYAIE ¥IN3S

00005'S SVSILHNYSNENONTd J»ﬁ.mmnm_wﬂu | - e —
000059 NYWVRELNENCINIOOTON | 2 OOSQSE 7

(W11 NVIrVONSd) i ; : Z 0080 2¢ o

VISINOONI

; % S
L L - e
e T Dl
YWOdIO
THYZVI
VWO

8
g

8
I

8|8
II

00'000'} ONVaI8 YNW3S

HNWT Yvavr
NVIFVON3d
(v¥vO3N HNEM3S)
MINX3LNOd
WYMY

(vavO3IN HN¥M3S) I99NIL
LLINNWOY F310X NVIFYONId

WAVIIN T LN NN LN LS

8

ol W
005 WYISI'ONIA/SYSLLHIVVHEILSYS
008" NYVHILNHNTIWNVIVENEI/SNIVS

N /ON3Id ON | YHEONINT NLILSN 1Yl

- 5 R
= HEE

L NVONVEWNS : SYH) NVNLNVE










